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ABSTRAK

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PERIODE 2005-2010

AFARAHIM
Universitas Terbuka

kedundong@gmail.com

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kemandirian
Keuangan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitungpertupibuhan rasio keuangan
daerah Kabupaten Indragiri Hilir, menganalisis pengafuli Pendapatan Asli Daerah
(PAD) terhadap kemandirian keuangan daerdh /ti~ Kabupaten Indragiri Hilir
periode 2005 - 2010, menganalisis pengdardh ~dana perimbangan terhadap
kemandirian kuangan daerah di Kabupatensndragiri Hilir periode 2005 — 2010,
dan menganalisis secara bersama-sama-pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dan Dana Perimbangan terhadap kermandifian keuangan daerah di Kabupaten
Indragiri Hilir periode 2005 — 2010: Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian adalah metode kuantitatif dengan model eksplanatif dengan pendekatan
kualitatif dan kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Pemerintah Daerah Kabupatendndragiri Hilir periode tahun 2005-2010.

Berdasarkan hasii*penelitian diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh
signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah
Indragiri Hilir . yyang memiliki kontribusi yang sangat rendah, kemandirian
keuangan daerah, dapat ditingkatkan dengan meningkatkan memperbaiki
penerimaarn pendapatan asli daerah. Tidak terdapat pengaruh signifikan antara
dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah Indragiri Hilir dan
memiliki kontribusi yang rendah kemandirian keuangan daerah Indragiri Hilir
dapat ditingkatkan melalui peningkatan dana perimbangan disamping hal lain.
Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana
perimbangan secara bersama-sama terhadap kemandirian keuangan daerah
kemandirian keuangan daerah di Indragiri Hilir akan dapat ditingkatkan melalui
peningkatan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan daerah Indragiri Hilir.

Pemerintah daerah Indragiri Hilir dapat meningkatkan pendapatan asli
daerah dengan cara lebih mengoptimalkan penerimaan dari retribusi dan pajak
serta faktor dari pendapatan asli daerah lainnya, walaupun dana perimbangan
harus ditingkatkan namun diharapkan kepada pemerintah untuk tidak tergantung
kepada dana perimbangan dengan cara berusaha mempertahankan kebijakan yang
telah ditempuh dan dirumuskan selama ini, selain itu melaksanakan investasi
kepada usaha yang mempunyai nilai ekonomis sehingga dapat menambah
penerimaan daerah.
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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF REGIONAL REVENUE AND BALANCING FUND
ON FINANCIAL INDEPENDENCE IN INDRAGIRI HILIR DISTRICT
PERIOD 2005-2010

AFARAHIM
Universitas Terbuka

kedundong@agmail.com

Key Word : Regional Revenue, Balancing Fund, Financial Independent

The purpose of this study was to quantify the growth=of financial ratios
Indragiri Hilir regency, analyzing the influence of dlocal revenue (PAD) for
financial independence Indragiri Hilir area in the pefioei2005-2010, analyzing the
effect of equalization funds towards independengé finaricial Indragiri Hilir area in
the period 2005 - 2010, and jointly analyze the irifluence of local revenue (PAD)
and Fund Balance to financial independerce<lndragiri Hilir area in the period
2005-2010. Research methods used in the “study is quantitative methods with
explanatory models with qualitative arid.quantitative approaches. The sample used
in this study is Indragiri Hilir Distri¢tGovernment-year period 2005-2010.

Based on the survey result§, revealed that there is no significant influence of
local revenues to financial indepenidence Indragiri Hilir area that has a very low
contribution, local financial~independence can be improved by increasing the
revenue receipts repair.<Ihere was no significant effect between the fund balance
to financial indepenence Andragiri Hilir area and has a low contribution of
financial independencesindragiri Hilir area can be increased by improving the
balance of fundssin“addition to other things. There was no significant relationship
between local-eventes and fund balance together towards financial independence
in the area of\financial independence Indragiri Hilir area will be improved through
increased revenue and fund balance Indragiri Hilir area.

Indragiri Hilir local government can increase revenue by further optimizing
revenues from levies and taxes as well as factors other than revenue, although
fund balance should be improved but it is expected that the government does not
depend on the fund balance by way of trying to maintain a policy that has been
pursued and formulated for this, besides carrying out investments to businesses
that have economic value that can add to the reception area.
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kontribusi pusat melalui Dana Perimbangan kepada daerah pada interval 83% -
95%. Data ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terhadap Pendapatan Daerah dan kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD di
Provinsi Riau sangat rendah dan harus ditingkatkan, terlepas dari hak alokasi bagi
hasil yang begitu besar yang diperoleh oleh Provinsi Riau (Fitrios, R, 2008: 2).
Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Indragiri Hilir didasarkan pada
pertimbangan, bahwa pada tahun 2005 kontribusi PAD terhadap~Total Pendapatan
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah 4.28% dan mé&nutut Kriteria Balitbang
Depdagri dan Fisipol UGM (1991) berada di antaran@, b < 10% artinya termasuk
dalam kategori sangat kurang, tingkat kemandirian keuangan daerah sangat
rendah dan pola hubungan keuangan.antara pemerintah pusat dan pemerintah
Kabupaten Indragiri Hilir adalah pefa~sibungan instruktif. Sedangkan bantuan
pusat 94.28% artinya tingkat \ketergantungan pemerintah daerah ini kepada
pemerintah pusat sangat\tinggi. Di sisi lain kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD
Kabupaten Indragirt\Hilir 21,15%, Retrebusi Daerah 59,59%, Hasil Pengelolaan

Kekayaan Raerali vang dipisahkan 4,60%, dan lain-lain PAD yang sah 14,66%.

Di sammiping itu, di antara 12 (dua belas) kabupaten dan kota di Provinsi
Riau, vang memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) paling besar dan hampir tiap
tahunnya adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Hal im1 diterangkan pada tabel 1.2 di

bawah ini.
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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
Dillinger dalam Sidik (2001) mengungkapkan desentralisasi fiskal (fiscal
dezentralization), yaitu pelimpahan wewenang dalam mengelola sumber-sumber
keuangan, yang mencakup :

a) Self-financing atau cost recovery dalam pelayanan publik{terutama melalui
pengenaan retribusi daerah;

b) Cofinancing atau coproduction, dimana penggurajjasa berpartisipasi dalam
bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tepagd kerja; dan

¢) Transfer dari pemerintah pusat terutama berasal dari Dana Alokasi Umum
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sumbangan darurat serta pinjaman
daerah (sumber daya alam).

Senada dengan hal térselut,” Saragih (2003: 83) berpandangan pengalihan
pembiayaan atau deséntralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu
proses distribusk, dnggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada
pemerintahan “wyang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas
pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang
pemerintahan yang dilimpahkan. Dalam desentralisasi fiskal, komponen dana
perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting. Dana
perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal. Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah merupakan salah satu bentuk hubungan dari sekian banyak

hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah merupakan suatu sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara
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pemerintah pusat dan daerah (intergovernmental fiscal relations system), sebagai
konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penyerahan sebagian
wewenang pemerintahan. Ada perbedaan sudut pandang di dalam menyikapi
masalah dana perimbangan ini. Di satu sisi, adanya dana perimbangan dalam
otonomi daerah merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah pusat atas
berjalannya proses otonomi daerah. Hal ini juga sebagai wujud bahwa walaupun
sistem yang diterapkan adalah sistem otonomi daerah, akant¢tetapi tetap dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun @i Sisi yang lain, adanya
dana perimbangan yang terlalu besar akan menimbulkanpersepsi bahwa daerah
tersebut tidak mandiri secara fiskal dan akan sampai pada kesimpulan akhir bahwa
otonomi daerah tidak efektif untuk dilaksariakan. Rendahnya Pendapatan Asli
Daerah (PAD) suatu daerah bukaniah~disebabkan oleh karena secara struktural
daerah memang miskin atau ‘tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang
potensial, tetapi lebih “bariyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat.
Selama ini sumber-sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh pusat (Yani,
2009: 3). Kiranya sangat disadari arti pentingnya faktor kemampuan keuangan
dalam menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga mendapatkan
perhatian yang besar dan sungguh-sungguh baik oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota itu sendiri maupun oleh Pemerintah Daerah Provinsi di seluruh
Indonesia. Berkaitan dengan ciri kemampuan suatu daerah dalam berotonomi
seperti yang diuraikan di atas maka diharapkan tingkat ketergantungan kepada
pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin kecil dan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana dalam
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penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sumbangan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) merupakan salah satu tolak ukur
dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Di lain pihak, Bahl dan Linn dalam (Kumorotomo, 2008:6) berpendapat
bahwa ada tiga argumentasi yang dapat dikemukakan mengenai pentingnya
desentralisasi fiskal. Pertama, jika unsur-unsur belanja dan tingkat pajak
ditentukan pada jenjang pemerintahan yang lebih dekat ketmasyarakat, maka
layanan publik di daerah akan dapat diperbaiki dan masyarakat akan lebih puas
dengan layanan yang diberikan pemerintah. Keduasgemerintah yang lebih kuat
akan menunjang pembangunan bangsa karena betapapun masyarakat lebih mudah
mengidentifikasi diri dengan pemerintah daerah ketimbang pemerintah pusat.
Apabila tanggung jawab mengenai ‘perpajakan, kebijakan keuangan, dan layanan
publik diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah akan saling
bersaing untuk melakukaiiydng terbaik bagi rakyat yang tentunya juga akan
memperbaiki pembangtinan bangsa. Ketiga, keseluruhan mobilisasi sumber daya
akan bertambafibaik karena pihak pemerintah daerah dapat lebih tanggap dan
mudah menarik pajak dari sektor-sektor ekonomi yang tumbuh lebih cepat jika
dibandingkan pemerintah pusat. Dalam memobilisasi sumber daya, pemerintah
pusat biasanya terkendala oleh kondisi geografis dan rentang kendali.

Meskipun paradigma penyelenggaraan otonomi daerah kini telah mengalami
pergeseran dan tidak lagi berpangkal pada prinsip automoney, namun pada
kenyataannya kapasitas keuangan daerah masih dititikberatkan pada kemampuan

menggali PAD dari sektor pajak dan retrebusi daerah (Anggraini dan Puranto,
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2010: 7). Dengan dalih meningkatkan kualitas pelayan publik, pajak dan retrebusi
yang dipungut justru menimbulkan beban baru, antara lain menimbulkan ekonomi
biaya tinggi dan memberatkan bagi masyarakat daerah yang bersangkutan.

Upaya peningkatan kemampuan dan kemandirian daerah/derajat otonomi
fiskal daerah selalu berkaitan dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang belum
mencerminkan prinsip anggaran berimbang yang berkeadilan. Dalam bidang
keuangan daerah, fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian-besar pemerintah
daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan (kontribust) pendapatan asli
daerah (PAD) yang di dalamnya termasuk pajak daefah dan retrebusi daerah di
dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) . Dengan kata
lain, peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintahan pusat dalam
bentuk sumbangan dan bantuan, bagihasil pajak dan bukan pajak mendominasi
susunan anggaran pendapatarrdan belanja daerah (Tangkilisan, 2007:71-72).

Basuki (2008: 52)wdalam struktur APBD, anggaran pendapatan dan belanja
daerah merupakan_suatu” kesatuan yang terdiri dari: (1) pendapatan daerah; (2)
belanja daetah; tan (3) pembiayaan daerah.

Yani (2009: 43) penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri
atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari :
(a) pendapatan asli daerah (PAD); (b) dana perimbangan; dan (c) pendapatan lain-
lain. Sedangkan pembiayaan bersumber dari : (a) sisa lebih perhitungan anggaran
daerah; (b) penerimaan pinjaman daerah; (c) dana cadangan daerah; dan (d) hasil

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
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Dalam penelitian ini, sumber-sumber pendapatan daerah tersebut di atas
yang akan diteliti adalah pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan
saja, yaitu bagaimana pengaruh kedua variabel terhadap kemandirian keuangan

daerah di Kabupaten Indragiri Hilir periode 2005-2010.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perdturan perundang-
undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari
hasil pajak daerah, hasil retrebusi daerah, hasil péngelotaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan pendapatan lain asli daérah“yang sah, yang bertujuan untuk
memberikan keleluasaan kepada daerah -dalam menggali pendanaan dalam
pelaksanaan otonomi daerah sebagai ‘perwujudan asas desentralisasi (Yani, 2009:

51-52).

2. Dana Perimbangan

Danas perimbangan merupakan istilah yang digunakan pada UU No. 32
Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 untuk alokasi dana dari pemerintah pusat
kepada daerah (Ikhsan. Dkk, 2007: 11.44). Dana perimbangan merupakan bentuk
alokasi baik yang bersifat block grant (yang memberi diskresi kepada daerah
untuk menggunakan dana yang diterima sesuai dengan kepentingan daerah
sendiri) maupun yang besifat specific grant (yang membatasi kebebasan daerah

dalam menggunakan dana yang diterimanya). Dana perimbangan yang bersifat
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block grant adalah bagi hasil dan dana alokasi umum(DAU), sedangkan yang

bersifat specific grant adalah dana alokasi khusus (DAK).

3. Kemandirian Keuangan Daerah
a. Tolok ukur kemandirian keuangan daerah.

Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi terletak
pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus
memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber
keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakan, kéuangan sendiri yang
cukup memadai untuk membiayai penyelerdggaraan pemerintahan daerahnya
(Koswara, 2000) dalam Tangkilisan {200772).

Secara umum, untuk menentukan~ tolok ukur kemampuan daerah,
ketergantungan keuangan’daerah; dan kemandirian keuangan daerah dilihat
dari rasio Pendapatari Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah.
Berdasarkan kFiteria yang dibuat oleh Balitbang Depdagri dan Fisipol UGM

(1991), distsun-kriteria derajat desentralisasi fiskal, sebagai berikut :

1) 0,0% s/d 10% : sangat kurang
2) 10,1% s/d 20% : kurang

3) 20,1% s/d 30% : cukup

4) 30,1% s/d 40% : baik

5 40,1% s/d 50% : sangat baik
6) > 50% : memuaskan

b. Pola hubungan kewenangan dan tingkat kemandirian daerah.
Hubungan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah atau

antarpemerintahan daerah akan menentukan hubungan keuangan antara
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pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah (Ikhsan. dkk, 2007: 11.27).
Hal senada dikemukakan pula oleh Paul Hersey dan Kenneth Blanchard
dalam Halim (2001: 168) mengemukakan hubungan antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah. Pola hubungan tersebut dikaitkan dalam
pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
sebagai berikut:

(1) Pola hubungan instruktif, di mana pemerintah“daerah lebih banyak
mendapatkan pengarahan dan petunjuk )dari pemerintah pusat,
sehingga tingkat kemandiriannyd sangat kurang. Daerah ini dapat
diklasifikasikan sebagai daerah “yang tidak mampu atau kurang
mampu melaksanakan utusan-otonominya.

(2) Pola hubungan kensultatif, pengarahan dan campur tangan pemerintah
pusat sudatngiitiai berkurang karena kemampuan pemerintah daerah
mulak. meningkat. Daerah ini diklasifikasikan sebagai daerah yang
sedikitmampu untuk melaksanakan urusan otonominya.

(3) Pola hubungan partisipatif, pengarahan dari pemerintah pusat
semakin berkurang mengingat pemerintah daerah yang bersangkutan
tingkat kemandiriannya sudah lebih tinggi. Daerah ini diklasifikasikan
sebagai daerah yang mendekati mampu melaksanakan urusan
otonominya.

(4) Pola hubungan delegatif, pemerintah pusat sangat mengurangi atau

meniadakan campur tangan dalam mengurus urusan otonomi, karena
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pemerintah daerah yang bersangkutan benar-benar telah matang dan
mampu mandiri. Daerah ini diklasifikasikan sebagai daerah yang
mampu melaksanakan urusan otonominya.
Pola hubungan sebagaimana tersebut di atas, dapat digambarkan pada
tabel 2.1 sebagai berikut:
Tabel 2.1

Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan
Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Rasio Kemandirian
Pola Hubungan
Keuangan Keuangan
Sangat rendah 0-25 Instruktif
Rendah > 26 — 50 Konsultatif
Sedang > 51 -5 Partisipatif
Tinggi > 76’2100 Delegatif

Sumber : (Halim, 2001)

Dengan demikian yang ingin/dicapai dalam pembagian kewenangan di
bidang keuangan adaiah. terjadinya perimbangan keuangan yang adil dan
transparan antara jJgemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ada tiga
aspek yang-kemudian akan menentukan terjadinya perimbangan keuangan
yang“adil dan transparan tersebut: pertama, adanya sumber-sumber
keuangan yang cukup bagi daerah, terutama yang bersumber dari pajak
daerah dan retrebusi daerah. Kedua, adanya akses bagi daerah terhadap
pendapatan-pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak, serta ketiga,
adanya subsidi yang adil dan efektif dari pemerintah pusat kepada daerah
(Ikhsan. Dkk, 2007:11.28-11.29).

Aspek pertama terfokus pada sumber-sumber pendapatan daerah. Sumber

pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah dan pendapatan yang
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berasal dari sumber-sumber lain yang bukan termasuk dalam kategori
pendapatan asli daerah. Daerah memiliki kewenangan untuk menggali
seluruh pendapatan asli daerah tersebut secara optimal. Sumber pendapatan
asli daerah yang dapat digali terdiri dari pendapatan yang berasal dari pajak
daerah, retrebusi daerah, dan dari perusahaan daerah, dan pendapatan yang
berasal dari hasil atau usaha lain-lain yang sah yang dilakukan oleh pemda.
Namun dari aspek ini terdapat persoalan mendasar, yakni,apakah sumber-
sumber pendapatan asli daerah yang tersedia“cukup' mampu untuk
menghasilkan pendapatan yang memadai (lukrative).Di negara berkembang
di mana sumber keuangan yang lukratif omumnya dikuasai oleh pusat
sedangkan akses pemerintah daerah sangat terbatas hanya pada sumber-
sumber keuangan yang kurang,peterisial untuk menghasilkan pendapatan.

Aspek kedua dari hubbungan” keuangan antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daeralh/ adalah adanya akses pemerintah daerah terhadap
pendapatan-yang ‘oerasal dari pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat.
Hal inivmenyangkut berbagai aspek, seperti bagi hasil pajak (tax sharing),
pengenaan pajak tambahan (surchage/opcenten), maupun fasilitas pajak (tax
credit). Bagi hasil penerimaan pajak pusat kepada daerah (tax sharing)
diperlukan untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah dalam rangka
membiayai urusan-urusannya. Bagi hasil pajak diharapkan memberi
tambahan yang signifikan bagi pendapatan daerah untuk mengingat
banyaknya jenis pajak pusat yang dipungut di daerah serta besarnya

penerimaan dari pungutan pajak tersebut.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41276pdf

Aspek ketiga dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
adalah bantuan dana (grant) yang adil dan efektif dari pemerintah pusat
kepada daerah. Bantuan dana kepada daerah dapat diberikan dalam berbagai
bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pelaksanaan urusan-urusan
pemerintahan daerah karena tanggung jawab terakhir penyelenggaraan
urusan pemerintahan pada dasarnya terletak pada pemerintah selaku

pemegang amanat konstitusi (Ikhsan. Dkk, 2007:11.28-11:29).

c. Analisis rasio keuangan daerah.

Ukuran yang sering digunakan dalam, @nalisis” keuangan adalah rasio.
Penggunaan analisis rasio pada sektor “gublik khususnya APBD belum
banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan mengenai
nama dan jenis pengukuran ‘yang baku. Rasio keuangan pada APBD
dilakukan dengan_membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode
dibandingkan, “déngan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui
kecenderunganyang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara
membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah
daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun
potensi daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lain.
Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang
bersumber dari APBD antara lain sebagai berikut:
1) Menurut Suparmoko (1987); Udjianto (2005).

Untuk mengukur desentralisasi fiskal dapat digunakan rasio antara PAD

dengan total pendapatan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:
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PADt

DOF =  —eeeeeee- X 100%
TPDt

Keterangan :

DOF Derajat otonomi fiskal

PADt = Total PAD tahun t
TPDt = Total penerimaan daerah tahun t

2) Menurut Radianto (1997); Sugiyanto (2000); Sukanto (2000).

Radianto, (1997) untuk mengukur seberapa besar kemandirian fiskal
suatu daerah digunakan ukuran derajat kemandirian fiskal daerah/
derajat otonomi fiskal daerah (DKFD/DOFD)+yaitu-rasio antara PAD
dengan total penerimaan APBD pada tahtin“yang sama tidak termasuk
transfer dari pemerintah pusat.

Sugiyanto (2000) ukuran yang digunakan adalah perbandingan antara
PAD terhadap pengeluaran™~pemerintah kabupaten/kota. Rumusan
perhitungannya adalabh R/E (R= PAD dan E= anggaran pengeluaran).
Apabila rasic, tersebut semakin tinggi, berarti kecenderungan tingkat
kemandirian'térsebut semakin besar.

Sukante (2000) ukuran yang digunakan perbandingan PAD terhadap
total penerimaan daerah, perbandingan bagi hasil pajak dan bukan pajak
terhadap total penerimaan daerah, dan perbandingan sumbangan daerah

terhadap total penerimaan daerah.

3) Menurut Musgrave and Musgrave (1991); Salim (2001).
Untuk mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan ukuran
derajat desentraslisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Rasio

ini dirumuskan sebagai berikut: Musgrave and Musgrave (1991).
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PAD

a)  meemeeeee- X 100%
TPD
BHPBP

b) - X 100%
TPD
Sum

c) - X 100%
TKD

Selain itu dalam melihat kinerja keuangan daerah dapat menggunakan
derajat kemandirian daerah untuk mengukur sebefapa jauh penerimaan
yang berasal dari daerah dalam memenuhi”kebutuhan daerah. Rasio ini

dirumuskan sebagai berikut: Salim (2000).

PAD
d)  eeeeeee- x 100%

TKD

PAD
€) % 400%

KR

PAD '+ BHPBP
1) R A — X 100%

TK

Keterangan :
PAD = Pendapatan asli daerah
BHPBP = Bagi hasil pajak dan bukan pajak
TPD = Total penerimaan daerah
TKD = Total pengeluaran daerah
KR = Pengeluaran rutin
Sum = Sumbangan dari Pusat

4) Menurut Mahmudi (2010); Widodo (2002).
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal,
pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan

daerah (Mahmudi, 2010: 136-149). Melalui laporan realisasi anggaran,
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kita dapat melakukan analisis pendapatan daerah antara lain, dengan

cara menghitung rasio keuangan sebagai berikut:

a) Rasio derajat desentralisasi fiskal.
Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara
jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan daerah.
Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total
pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi RAD maka semakin
tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam “penyelenggaraan

desentralisasi. Rasio ini dirumuskanssebagai berikut: (Mahmudi,

2010: 142)
Pendapatan Asli Daerah
Derajat Desentralisasiw"= X 100%
Fiskal Total Pendapatan Daerah

b) Rasio ketergantuhgan keuangan daerah.
Rasiod ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara
membaridingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh
penherimaan daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi
rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah
daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah propinsi.
Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: (Mahmudi, 2010: 142).

Pendapatan Transfer
Rasio Ketergantungan = --- X 100%
Keuangan Daerah Total Pendapatan Daerah
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c) Rasio kemandirian keuangan daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara
membandingkan  jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah
dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat
dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini
menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian
keuangan daerahnya. Rasio ini dirumuskans-sebagai berikut:
(Mahmudi, 2010: 142)

PendapatanAsli Daerah
= x 100%
Transfer Pdsat’-+ Propinsi + Pinjaman

Rasio Kemandirian

Keuangan Daerah

Selain itu Widodo,(2003:128) alat analisis yang digunakan untuk
melihat tingkats ketergantungan daerah terhadap sumber dana

ekstern difermulasi sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah
Rasiokemandirian =
Bantuan Pem. Pusat/Propinsi dan Pinjaman

Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat
ketergantungan daerah terhadap bantuan ekstern (terutama
pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula
sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat
partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi
rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam
membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen

utama pendapatan asli daerah. Depdagri (N0.690.900-327/1996)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41276pdf

mengkategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom

ke dalam lima tingkat efektivitas seperti terlihat pada Tabel 2.2 di

bawah ini.
Tabel 2.2
Efektivitas Keuangan Daerah Otonom
Efektivitas Keuangan Daerah Otonom
Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian
(%)
Sangat Efektif 3100
Efektif >90-100
Cukup Efektif >80 - 90
Kurang Efektif >60 — 80
Tidak Efektif <60

Sumber : (Lihat Depdagri, 1996).

d) Rasio efektivitas dan efjsiensi pendapatan asli daerah (PAD).
Rasio Efektivitas¢Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan cara
membandingkan,, “realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah
dengan’ target-penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio efektivitas
PAD-\ menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam
memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.
Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai

berikut: (Mahmudi, 2010: 143)

- Sangat efektif : >100%

- Efektif : 100%

- Cukup efektif : 90% - 99%
- Kurang efektif © 75% - 89%
- Tidak efektif © <75%
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Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: (Mahmudi, 2010: 143)

Realisasi Penerimaan PAD
Rasio Efektivitas PAD = -- X 100%
Target Penerimaan PAD

Untuk mengukur Kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi
penerimaan PAD, indikator rasio Efektivitas PAD saja belum
cukup, sebab meskipun jika terlihat dari rasio efektivitasnya sudah
baik tetapi bila ternyata biaya untuk meng¢apai target tersebut
sangat besar, maka berarti pemungutan RAD)tersebut tidak efisien.
Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi PAD. Rasio ini
dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan
pemerintah daerah untuky memperoleh PAD dengan realisasi
penerimaan PAD{dirumuskan sebagai berikut:

Biaya Pemerolehan PAD
Rasio EfesiensiPAD = -- x 100%
Relealisasi Penerimaan PAD

Sermakin” kecil nilai rasio ini maka semakin efisien Kkinerja
pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD. Secara
umum, nilai efisien PAD dapat dikategorikan sebagai berikut: :

(Mahmudi, 2010: 143)

- Sangat efisien ;< 10%
- Efisien . 10% - 20%
- Cukup efisien : 21% - 30%
- Kurang efisien : 31% - 40%
- Tidak efisien D> 40%
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e) Rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah.
Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan
pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai
dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio
efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai
angka minimal 1 atau 100%. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:
(Mahmudi, 2010: 144)

Realisasi Penerimaan Rajak Daerah
------- x 100%
Target Penerimaan/2ajak Daerah

Rasio Efektivitas

Pajak Daerah

Sementara itu rasio efesiensi jpajak daerah dapat dirumuskan

sebagai berikut :

Biaya Pemungutan Pajak Daerah
x 100%
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Rasio Efisiensi

Pajak Daerah

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak
daerah dikategorikan efisien apabila yang dicapai kurang dari 10%

(semakin kecil rasio ini semakin baik).

f) Rasio derajat kontribusi BUMD.
Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi
perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini
dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total
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penerimaan pendapatan asli daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai
berikut: (Mahmudi, 2010: 145)
Penerimaan Bagian Laba BUMD

Derajat Kontribusi = --- x 100%
BUMD Penerimaan PAD

g) Rasio kemampuan mengembalikan pinjaman (debt service
coverage ratio).

DSCR sangat diperlukan apabila pemerintah ‘daerah berencana
untuk mengadakan utang jangka panjangs.dan” untuk mengukur
kemampuan pemerintah daerah dalamimembayar kembali pinjaman
daerah. Rasio melakukan pinjamandaerah apabila nilai DSCR nya
minimal 2,5 dirumuskan sebagai ferikut: (Mahmudi, 2010: 145-
148)

[PAD + (DBH,=“DBHDR) + DAU] - Belanja Wajib
DSCR = --- x100%
Angsuran Rokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain

Keterangan :

PAD = Pajak asli daerah

DAU = Dana alokasi umum

DBH = Dana bagi hasil yang merupakan bagian dari PBB,
BPHTB, dan bagi hasil SDA

DBHDR = Dana bagi hasil dana reboisasi

Belanjawajib = Belanja pegawai dan belanja anggota DPRD

Biaya lain = Biaya terkait pengadaan pinjaman antara lain

biaya administrasi, biaya provisi, biaya komitmen,
asuransi dan denda.

Sedangkan Rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah
dalam membayar kembali pinjaman daerah meliputi pokok dan
bunganya dengan pendapatan daerah yang dimiliknya. Rasio DSR
ini dapat digunakan untuk mendukung analisis DSCR. Rasio DSR

dirumuskan sebagai berikut:
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Total Pendapatan Daerah
Debt Service Ratio = X 100%
Pokok Pinjaman + Bunga

h) Rasio utang terhadap pendapatan daerah.

Selain dilihat dari rasio DSCR, kinerja pinjaman daerah juga dapat
dilihat dari rasio utang terhadap pendapatan (debt to income ratio).
Rasio DSCR lebih cenderung digunakan oleh pihak internal
manajemen pemerintah daerah, sedangkan rasie utang terhadap
pendapatan daerah sangat bermanfaat bagi pihak eksternal
terutama calon kreditor untuk pienilai’””/kemampuan pemerintah
daerah dalam mengalami pirjaras."Rasio ini dirumuskan sebagai
berikut: (Mahmudi, 2010:-249)

Total Utang Pemerintah Daerah
Rasio Utang Terhiadap = x 100%
Pendapatan Total Pendapatan Daerah

i)  Menurut-Widodo (2002: 135).

Mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam
mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai
dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan
untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran,
dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu
mendapatkan perhatian. Alat analisis yang digunakan untuk

mendapatkan  tingkat pertumbuhan  masing-masing komponen
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pendapatan daerah dan pengeluaran daerah dirumuskan sebagai berikut:

(Widodo, 2002:135)

Zt—Zig

g = -
Zi1

Keterangan :

g = tingkat pertumbuhan  masing-masing  komponen
pendapatan daerah dan pengeluaran daerah.

Zt: = masing-masing komponen pendapatan daerah dan
pengeluaran daerah pada tahun t.

Z.1 = masing-masing komponen pendapatan” daerah dan

pengeluaran daerah pada tahun sebelumnya.

4. Desentralisasi Fiskal

Kebijaksanaan perimbangan keuangan arftara pusat dan daerah dilakukan
dengan mengikuti pembagian kewenangah atau money follows function. Hal ini
berarti bahwa hubungan keudngan®antara pusat dan daerah perlu diberikan
pengaturan sedemikian rupa; sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi
tanggungjawab daerab“dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.
Sejalan dengarnpembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan
pembiayaan @aerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan
tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas
desentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban
APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas
pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang

menugaskan.
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Desentralisasi fiskal memang tidak secara jelas dinyatakan dalam UU No.
33 Tahun 2004. Namun, komponen dana perimbangan merupakan sumber
penerimaan daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam
kebijakan fiskal, dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal.
Desentralisasi  fiskal diartikan sebagai pelimpahan wewenang dibidang
penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara
administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh.pemerintah pusat
Dengan terjadinya pelimpahan sebagian wewenang terhadap sumber-sumber
penerimaan di daerah, diharapkan daerah-daerah dapat meiaksanakan tugas-tugas
rutin, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif (capital
investment) di daerahnya. Oleh karena.itu, salah satu makna desentralisasi fiskal
dalam bentuk pemberian otonomi>€)” bidang keuangan (sebagian sumber
penerimaan) kepada daerab=daerah”merupakan suatu proses pengintensifikasian
peranan dan sekaligus periiberdayaan daerah dalam pembangunan. Desentralisasi
fiskal memerlukan ‘pergeseran beberapa tanggung jawab terhadap pendapatan
(revenue) dan, 7-atau pembelanjaan (expenditure) ke tingkat pemerintahan yang
lebih rendah. Faktor yang sangat penting dalm menentukan desentralisasi fiskal
adalah sejauh mana pemerintah daerah diberi kewenangan (otonomi) untuk
menentukan alokasi atas pengeluarannya sendiri. Faktor lain yang juga penting
adalah kemampuan daerah untuk meningkatkan penerimaan mereka (PAD).
Tetapi desentralisasi fiskal tidak semata-mata peningkatan PAD saja tetapi lebih
dari itu adalah kewenangan dalam mengelola potensi daerah demi kepentingan

dan kesejahteraan masyarakat. Menurut lvar Kolstad dan Odd-Helge Fjeldstad,
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desentralisasi fiskal adalah pemberian wewenang belanja dan pengelolaan
sumber-sumber pendapatan kepada pemerintah daerah. Manfaatnya adalah untuk
menyesuaikan antara kebutuhan masyarakat dengan alokasi belanja pemerintah
daerah, terjadi efisiensi melalui kompetisi dan peningkatan kemampuan keuangan.
Kekurangannya, desentralisasi boleh jadi tidak efisien dari pengambilan kebijakan
dan penggunaan sumber daya, jika ada ekternalitas positif dan negatif diantara
daerah. Selain itu, pengalihan kebijakan fiskal ke daeralt~akan menambah
ketidakadilan nasional dan mengabaikan peran pemerintaipusatdalam instrument
kebijakan. Selain itu, jika kapasitas daerah terbatas{ maka kemungkinan besar
terjadi ketidakmampuan daerah dalam segala4iak

Menurut Bernard Dafflon, dalam mengeksplorasi tentang desentralisasi
fiskal maka ada tiga hal utama. yang- patut diperhatikan. Pertama, asumsinya
adalah bahwa daerah merupakan,bagian utama yang akan memberikan pelayanan
public. Kedua, adanya-hulgtiigan yang kompleks antara daerah dengan pergerakan
masyarakat. Ketiga,\pembagian keuangan kepada masing-masing daerah dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan hubungan antara level pemerintah maupun
hubungan dengan daerah lain. Olehnya itu, harus dipertimbangkan empat hal
dalam pengambilan kebijakan yakni, pemerataan daya saing daerah, pembagian
dana antar pemerintah daerah, keadilan dan kesetaraan, serta pola
pertanggungjawaban.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari
desentralisasi. Agar pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif,

dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di
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sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang
memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk
surcharge of taxes, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun
Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat.

Dalam makalahnya, Roy Bahl dan Neil McMullen (2000)
mengetengahkan aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan
desentralisasi fiskal. Aturan-aturan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Desentralisasi fiskal harus dilihat sebagai suatu sistera yang komprehensif
Unsur-unsur penting dalam sistem desentralisasi’ fiskal digambarkan dalam

Tabel berikut:

Tabel 2.3
Unsur-unsur Penting datamSistem Desentralisasi Fiskal
Kondisi Minimum Kondisi Ideal
DPRD hasil pemilihan Bebas dari control pengeluaran yang

berlebihan dari pemerintah pusat
Kepala eksekutifs diangkat di | Transfer tanpa syarat dari pemerintah
daerah atasan

Pemerintah ,~dagran” memiliki | Wewenang untuk meminjam
wewenang “wang~ cukup untuk
menggalang penerimanaan
Pemerintah~ daerah  memiliki
tanggung” jawab yang memadai
dalam hal pengeluaran

Otonomi anggaran

Batas anggaran yang ketat
Transparansi

b. Uang mengikuti fungsi
Hal yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan
penyerahan tanggung jawab pengeluaran kepada pemerintah daerah, baru

kemudian penyerahan tanggung jawab penerimaan ditentukan.
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Pelayanan yang dapat dikenai retribusi (fasilitas publik, bus) harus
dibiayai, sebagian besar dengan retribusi; pelayanan umum dengan
manfaatnya bersifat lokal (jalan, taman) harus dibiayai dengan pajak lokal;
dan barang-barang yang memiliki eksternalitas yang besar harus dibiayai
dengan pajak provinsi dan transfer antarpemerintah.

c. Pemerintah pusat harus memiliki kemampuan untuk memantau dan
mengevaluasi proses desentralisasi
Proses desentralisasi fiskal yang “terkendali” darw Bertahap memerlukan
bimbingan pemerintah pusat yang kuat dalam/fal<hal seperti penerapan
sistem akuntansi keuangan yang seragam, norma pemeriksaan, keterbukaan
dalam hal pinjaman, dan penentuan kapan melonggarkan pengawasan atas
pengeluaran, bagaimana menyesuaikan rumus distribusi substitusi, dan
bagaimana menentukap~batas jumlah pinjaman. Dalam beberapa bidang,
diperlukan bantuan tekiiis’kepada pemerintah daerah.

d. Diperlukan sistem antarpemerintah yang berbeda untuk sektor perkotaan dan
pedesaan
Dalam kenyataan, tahap yang lebih baik dalam implementasi desentralisasi
fiskal harus dimulai dari unit-unit pemerintah daerah yang besar, kemudian
membiarkan unit pemerintah yang lebih kecil menjadi besar. Pemerintah
subnasional memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyediakan dan
mendanai pelayanan masyarakat, dan tentunya memiliki perbedaan

kemampuan dalam hal memperoleh pinjaman.
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e. Desentralisasi fiskal memerlukan kewenangan besar bagi pemerintah daerah
untuk mengelola pajak
Masyarakat akan lebih mampu menjaga akuntabilitas pejabat-pejabat daerah
yang dipilihnya apabila pelayanan-pelayanan publik daerah lebih banyak
didanai dari pajak daerah dibanding apabila oleh transfer pemerintah pusat.
Pajak harus bisa dirasakan oleh masyarakat lokal, cukup besar untuk menjadi
beban, dan beban tersebut tidak mudah untuk dialihkan kepada penduduk di
luar wilayah tersebut.

f)  Pemerintah pusat harus mematuhi aturan-aturan @lesentralisasi fiskal yang
telah dibuatnya
Agar desentralisasi fiskal dapat berhasil, pémerintah harus mematuhi aturan-
aturan yang terlah dibuatnya,

g) Mempertahankan kesederhanaan
Sistem administrasi/pemierintah daerah sering tidak mampu menangani
pengaturan fiskal antarpemerintah yang rumit. Begitu pula sistem pemerintah
pusat «dipéritkan untuk memantau dan mengevaluasi pengaturan fiskal
antarpemerintah.

h) Desain sistem transfer antarpemerintah seharusnya sesuai dengan tujuan
reformasi administrasi
Transfer antarpemerintah memiliki dua dimensi: besarnya dana yang bisa
didistribusikan, dan distribusi dana tersebut ke masing-masing unit
pemerintah daerah yang berhak. Besarnya dana yang didistribusikan

mencerminkan keseimbangan fiskal secara vertikal antara pemerintah pusat
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dan daerah, dan dimensi alokasi dana menggambarkan keseimbangan fiskal
secara horizontal.

i) Desentralisasi fiskal harus mempertimbangkan ketiga tingkatan pemerintahan
Di beberapa negara, pemerintah provinsi terlalu besar untuk memungkinkan
partisipasi masyarakat pada tingkat yang mampu menjamin bahwa keinginan
masyarakat diperhatikan, atau menjamin adanya akuntabilitas pejabat
pemerintah. Dalam kasus seperti ini, desentralisasi fiskakharus dijalankan
melalui tingkat pemerintah yang lebih bawah.

J) Menerapkan batasan anggaran yang ketat
Batasan anggaran yang ketat berimplikési- bahwa pemerintah daerah yang
diberi otonomi akan dituntut untuk-menyeimbangkan anggarannya tanpa ada
bantuan dari pemerintah pusat “diakhir tahun anggarannya (terutama bila
terjadi kekurangan dana-antara yang dianggarkan dengan realisasinya).

k) Memahami bahwa ‘sistem fiskal antarpemerintah selalu dalam transisi dan
merencanakan uUntuk antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi
Beberapa, “tnsur dalam program desentralisasi fiskal berumur pendek,
relevansinya akan berkurang seiring dengan kemajuan pembangunan
ekonomi. Perbedaan antardaerah dalam sebuah negara berubah, kualitas
infrastruktur dasar berubah, wilayah-wilayah prioritas untuk investasi
berubah, dan kapasitas teknis dari masing-masing pemerintah daerah berubah.
Pemerintah pusat harus mempunyai fleksibilitas dalam rencana desentralisasi

fiskalnya agar dapat mengakomodasi perubahan-perubahan tersebut.
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1) Harus ada pelopor bagi desentralisasi fiskal
Agar program desentralisasi fiskal berhasil, harus ada pelopor yang

memahami kerugian dan keuntungan dari pelaksanaan program tersebut.

5. Penelitian terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini

antara lain:

a. Purbayu Budi Santoso dan Retno Puji Rahayu (2005):
Penelitian ini  berjudul analisis PAD /-dan” faktor-faktor yang
mempengaruhinya dalam upaya _pelaksanaan otonomi daerah di
Kabupaten Kediri. Ada tiga faktorwyang dipilih yaitu: (1) pengeluaran
pembangunan; (2) pendutiuk;«(3) PDRB. Metode penelitian studi kasus
dengan menggunakan data sekunder time series (tahun 1989-2002).
Model estimasi-.yang digunakan adalah regresi berganda yang
ditransformasikan ke bentuk logaritma. Diterangkan bahwa selama
peviode penelitian proporsi derajat desentralisasi fiskal rata-rata 16,15%
menurut kriteria Balitbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991) berada di
antara 10,1-20% termasuk dalam kategori Kurang. Hasil regresi
menunjukkan bahwa ternyata variabel pengeluaran pembangunan
mempunyai koefisien regresi sebesar 0,398, berarti bahwa setiap terjadi
kenaikan pengeluaran pembangunan sebesar 1% maka akan
meningkatkan PAD sebesar 0,398% (faktor lain dianggap konstan).

Variabel penduduk mempunyai koefisien regresi sebesar 8,049, hal ini
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berarti bahwa setiap terjadi kenaikan variabel penduduk sebesar 1%
maka akan meningkatkan PAD sebesar 8,049% (faktor lain dianggap
konstan). Variabel PDRB mempunyai koefisien regresi sebesar 0,573,
ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan PDRB sebesar 1% maka akan
meningkatkan PAD sebesar 0,573% (faktor lain dianggap konstan).
Dari hasil regresi, diperoleh F hitung sebesar 148,529. Tingkat
signifikan 95% (a=5%) maka diperoleh nilai F takel untuk derajat
kebebasan (df) = 3 dan 10, F 0,05 (3,10) adalah 8,71 Hal Ini berarti F
hitung lebih besar dari F tabel, sehinggafiipotesis nol dapat ditolak.
Dengan demikian faktor-faktor<{ yang~ mempengaruhi presentasi
perubahan PAD adalah total.pengeluaran pembangunan, penduduk dan
PDRB sangat kuat, hal ‘i “didukung dengan tingkat koefisiensi
determinasi (R2)ssebesar 0,971. Ketiga variabel independen tersebut
yang mempunydi~pengaruh paling besar yaitu variabel penduduk

sebesar.8,049.

b. . Thesaurianto, Kuncoro (2007).
Penelitian ini berjudul analisis pengelolaan keuangan daerah terhadap
kemandirian daerah, bertujuan menganalisis yaitu pertama, derajat
desentralisasi fiskal daerah antara Provinsi Jawa Tengah dengan
Pemerintah Pusat. Kedua, menganalisis pengaruh pajak kendaraan
bermotor terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan potensi
daerah dalam rangka pengembangan kemandirian fiskal daerah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder (time series) dari tahun 1998
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s/d 2005. Hasil penelitian kontribusi PAD terhadap APBD rata-rata
sebesar 47.13 % atau sumber PAD mampu membiayai sebesar 47.13 %
dari pelaksanaan APBD. Dilihat dari besaran prosentase kontribusi
tersebut sebenarnya sudah cukup besar, tetapi apabila dibandingkan
dengan provinsi lain di pulau jawa, kontribusi PAD provinsi jawa
tengah masih kalah atau masih lebih rendah, sehingga untuk menjaga
supaya disparitas pembangunan antar provinsi digspulau jawa tidak
terlalu besar, maka jawa tengah harus mampu lebih meningkatkan PAD
nya untuk mengejar ketinggalan tersebut’ Dy samping itu data ini
dianalisis menggunakan metode regresi linier. Berdasarkan perhitungan
diketahui bahwa hasil output.regresivariabel transfer (X;) menunjukkan
t hitung sebesar 3,659, yvariabel jumlah kendaraan roda 4 atau lebih (X5)
menunjukkan t hitunghsebesar 3,595, variabel jumlah kendaraan roda 2
(X3) menunjukKart'hitung sebesar 4,140 dan variabel investasi daerah
(X4) menunjtikkan t hitung sebesar 4,595 dengan angka signifikansi
lebifikecil 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara
parsial dan signifikan berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli
daerah Provinsi Jawa Tengah. Nilai F hitung sebesar 23,468 (23,468 >
9,12) dengan angka signifikansi sebesar 0,000 (0,000 < 0,05) sehingga
dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independen yaitu trasnfer,
jumlah kendaraan roda 4 atau lebih, jumlah kendaraan roda 2 dan
investasi daerah secara bersama—sama berpengaruh terhadap

pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah.
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c. Laddin, Nurjannah (2008).
Penelitian ini berjudul analisis kemandirian fiskal di era otonomi daerah
(studi kasus di Propinsi Sulawesi Tengah). Bertujuan untuk
menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi kemandirian fiskal
di Propinsi Sulawesi Tengah. Variabel-variabel yang digunakan
meliputi : investasi dan pendapatan perkapita. Data yang digunakan
adalah data sekunder (time series) rentang waktu 2081, — 2006. Metode
penelitian menggunakan metode deskriptif ‘dan, alat analisis yang
digunakan adalah analisis mengukur tingkat pertumbuhan dan analisis
derajat otonomi fiskal menurut formutasi Udjianto (2005) serta analisis
Ordinary Least Squares (OLS)/ meiode kuadrat terkecil dari teori Carl
Friedrich Gauss dalam »Gujarati (2003). Hasil analisis OLS
menunjukkan bakwa, variabel investasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kemandirian fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah.
Sedangkan ‘“pendapatan perkapita tidak berpengaruh terhadap
kemarndirian fiskal di Propinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya
kemandirian fiskal Propinsi Sulawesi Tengah di era otonomi daerah,
tingkat ketergantungan fiskalnya terhadap pemerintah pusat masih
cukup besar, hal ini ditandai dari proporsi DAU terhadap TPD sebesar
61,36%. Di sisi lain, kontribusi PAD maupun BHPBP terhadap TPD
sangat rendah yaitu masing-masing sebesar 24,18% dan 6,24 %, sisa
anggaran tahun lalu sebesar 6,76% dan pinjaman daerah sebesar 0,77%.

Dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan Sulawesi Tengah di
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tinjau dari derajat kemandirian fiskal masih kurang. Hasil studi ini
merekomendasikan bahwa pemerintah daerah Propinsi Sulawesi
Tengah seharusnya melakukan kebijakan penciptaan iklim yang
kondusif bagi investor, memperhatikan kebijakan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah dan meminimalisir ketergantungan
terhadap pusat dengan melakukan strategi pembangunan terhadap

potensi ekonomi daerah.

d. Haryanto, Joko T
Penelitian ini berjudul kemandirian daerah sebuah perspektif dengan
metode path analysis. Sebuah kajian” untuk mencari variabel apa saja
yang mampu mendukung terwujudnya kapasitas fiskal daerah yang kuat
sebagai pencerminan kémandifian daerah. Adapun variabel yang dipilih
adalah Pajak Datrah, ‘Retribusi Daerah, PDRB jasa serta Bagi Hasil
Pajak yang diyakini pada tahap awal sebagai proxy variabel yang
mampu “mencerminkan kemandirian daerah. Sebagai analisis awal
pepelittan ini  dilakukan di 26 Propinsi di Indonesia dengan
menggunakan metode analisis data panel. Pengolahan data untuk
mendapatkan hasil yang diinginkan pada tulisan ini mengunakan
metode path analysis sehingga didapat variabel mana saja yang
memiliki hubungan secara langsung terhadap Kapasitas Fiskal Daerah.
Pengolahan data menggunakan software SPSS 11.0. Hasil pengolahan
data dengan menggunakan metode backward elimination diperoleh 3

model hasil pengolahan data yaitu model 1, model 2 dan model 3.
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Koefisien jalur ditunjukkan oleh Standardized Coefficients (Beta),
sedangkan Unstandardized Coefficients merupakan kofisien regresi
biasa. Berdasarka hasil pengolahan data , koefisien jalur yang diperoleh
akan diuji sebagai berikut: 1) pengujian secara keseluruhan di mana
dengan menggunakan Tabel ANOVA diperoleh F untuk model 1
sebesar 165.932 dengan nilai probabilitas = 0.000. Karena nilai 05.0<P
maka keputusannya adalah Ho ditolak karena itu~pengujian secara
individual dapat dilakukan; 2) pengujian secara, individual di mana
dengan menggunakan alat analisis Coefficieni diperoleh hasil pertama,
Koefisien jalur Pajak Daerah (PD)_dar BHP (Bagi Hasil Pajak) ke
Kapasitas Fiskal keduanya secara statistik signifikan (t= 2.819 dengan
nilai P= .006 dan t=3.672 dengan nilai P= .000), dengan demikian, Ho
ditolak artinya skoefisien jalur signifikan. Kedua,Koefisien jalur
Retribusi Daerali (RD) dan PDRB jasa (PDRBj) secara statistik ternyata
tidak signifikan (t= .856 dengan nilai P = .395 dan t=-.734 dengan nilai
R, =..405) sehingga Ho diterima. Oleh karena ada koefisien jalur yang
tidak signifikan maka model perlu diperbaiki melalui metode trimming
yaitu mendrop atau mengeluarkan varibel yang tidak signifikan dalam
hal ini Retribusi Daerah (RD) dan PDRB jasa (PDRBj) dari analisis
selanjutnya. Setelah dilakukan trimming maka besarnya koefisien jalur
Pajak Daerah (PD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) berubah masing-masing
menjadi =PDp.307 (t= 3.577, P= .001 ) dan =BHPp.661 (t=7.707,

P=.000) dengan nilai 2R=.899 dan nilai F= 332.769. Dengan demikian
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kerangka hubungan kausal empiris antara Pajak Daerah (PD) dan Bagi
Hasil Pajak (BHP) dengan Kapasitas Fiskal (KF) dapat diperagakan
melalui persamaan struktural sebagai berikut:

KF = 0.307Pajak Daerah + 0.661Bagi Hasil Pajak + 0.3178; = 0.899.
Kesimpulannya dari empat variabel eksogen yang diteliti hanya variabel
Pajak Daerah (PD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) yang secara nyata dan
positif mempengaruhi Kapasitas Fiskal Daerah. SedangkanVariabel
Retribusi Daerah (RD) dan PDRB jasa (PDRBj) memberi pengaruh
negatif terhadap Kapasias Fiskal Daeréh;~dengan kata lain tinggi
rendahnya Kapasitas Fiskal Daerali tidak~ dipengaruhi oleh Retribusi

Daerah dan PDRB jasa.

e. Sari Dewi, Rahduta P (2010).
Penelitian ini @erjudui analisis kemandirian keuangan daerah
Pemerintah” Kébupaten Pasuruan pada era otonomi daerah (periode
2001-2008). Penelitian ini untuk menganalisis seberapa besar peranan
Perndapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah
(TPD), peranan PAD trhadap Pengeluaran Total Daerah (PTD) dan
Pengeluaran Rutin Daerah (PRD), dan Elastisitas PAD terhadap Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pasuruan periode 2001-
2008. Model analisis yang digunakan adalah model derajat
desentralisasi fiskal, tingkat kemandirian daerah, dan elastisitas PAD.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model

derajat desentralisasi fiskal hasilnya yaitu 8,11%. Menurut kriteria
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Balitbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991) berada di antara 0,00-10%
termasuk dalam kategori sangat kurang. Tingkat kemandirian daerah
Kabupaten Pasuruan yaitu 18,01%. Menurut Halim (2001) rasio
kemandirian berada di antara 0-25% termasuk dalam kategori sangat
rendah dan pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah bersifat instruktif. Sedangkan koefisien elastisitas
PAD terhadap PDRB sebesar 0,81 % dinyatakans~inelastis (e < 1)
artinya perubahan PAD tidak peka terhadap “petubahan PDRB yang

terjadi.

B. Kerangka Berpikir

Menurut Riduwan (2010: ,26)bahwa kerangka berpikir dapat disajikan
dengan bagan yang menumjukkan” alur pikir peneliti serta keterkaitan antar
variabel yang diteliti. “\Sedangkan Irawan (2007: 8.15) apapun bentuk dan
pengertiannya, ada_hebefapa hal teknis yang harus dilakukan peneliti dalam hal
pembuatan«kerarngka teoritik ini adalah: (1) menjelaskan alur pikir penelitian; (2)
menjelaskan-atau menggambarkan pola hubungan antar variabel; (3) menjelaskan
asumsi atau anggapan dasar; (4) merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian.

Atas dasar uraian di atas, kerangka dalam penelitian ini adalah, sebagai

berikut;
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1. Alur pikir penelitian

Alur pikir penelitan ini bertujuan untuk mendeskripsikan temuan empiris
tentang kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir selama enam
tahun atau selama periode penelitian yaitu, periode 2005 - 2010. Metodologi
penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Alat analisis yang digunakan
adalah: (1) analisis rasio keuangan yang meliputi, rasio derajat desentralisasi,
rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio
efektivitas PAD, rasio efektivitas pajak daerah dan rasio‘derajat kontribusi badan
usaha milik daerah; (2) analisis regresi bergandacsdengan memilih beberapa
variabel yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan serta kemandirian
keuangan daerah.

Hasil akhir penelitian ini berupa-laporan deskriptif tentang rasio keuangan
daerah Kabupaten Indragiri~ Hilir” periode 2005-2010 dan analisis pengaruh
pendapatan asli daerah“darrdana perimbangan terhadap kemandirian keuangan

daerah tersebut.

2. Pola Hubungan Antar Variabel

Pendapatan Asli
Daerah
(X1) .
_ Kemandirian
»  Keuangan Daerah
S ()
ana e
Perimbangan
(X2)

Gambar. 2.1
Pola Hubungan Antar Variabel
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Keterangan :

a)  Variabel bebas (independent)
X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Xa Dana Perimbangan

b)  Variabel terikat (dependent)
Y = Kemandirian  keuangan  daerah  diukur  dengan
membandingkan keuangan daerah dari tahun 2005 ke 2010.

Sub variabel/dimensi dari variabel pendapatan asli daerah (PAD), yaitu:

a) Pajak daerah;

b)  Retribusi daerah;

c)  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d)  PAD lain-lain yang sah.

Sedangkan sub variabel/dimensi‘@ari variabel dana perimbangan, yaitu:

a)  Dana bagi hasil (DBH);
b)  Dana alokasi urum,(DAU);
c) Dana alokasiKfitisus (DAK).

3. Asumsi Atau/Anggapan Dasar
Asumsi atau anggapan dasar terkait kemandirian keuangan daerah di
Kabupaten Indragiri Hilir selama periode penelitian tahun 2005-2010, sebagai
berikut:
a.  Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap
kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir;
b. Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian

keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir;
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c.  Pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara bersama-
sama berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah

di Kabupaten Indragiri Hilir;

4. Pertanyaan Penelitian
Atas dasar uraian di atas maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:
a. Apakah ada pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap
kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indragifi Hilir?
b. Bagaimanakah ada pengaruh dana Perimbangan jterhadap kemandirian
keuangan daerah di Kabupaten IndragiritHiic?
c. Bagaimanakah ada secara bersama-séra pengaruh pendapatan asli
daerah (PAD) dan dana Perimbangan terhadap kemandirian keuangan

daerah di Kabupaten lridragiriHilir?

C. Definisi Operasiondi
Secara operasional variabel perlu didefinisikan yang bertujuan untuk

menjelaskan \Tiakra variabel penelitian. Singarimbun (1987:23) memberikan

pengertian tentang defisini operasional adalah unsur penelitian yang memberikan
petunjuk bagaimana variabel itu diukur.

1.  Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber
dari hasil Pajak Daerah, hasil Retrebusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah diperoleh dari data
sekunder laporan daftar target dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten

Indragiri Hilir periode 2005-2010, dihitung dalam ribuan rupiah pertahun;
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a. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pembangunan Daerah di Kabupaten Indragiri

Hilir dihitung dalam ribuan rupiah pertahun;

b. Retrebusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan-dan/atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentipgarisorang pribadi atau badan di

Kabupaten Indragiri Hilir dihitung daiam fibuan rupiah pertahun;

c. Hasil pengelolaan kekayaan.dagrah yang dipisahkan adalah hasil yang
diperoleh dari pengefolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan
APBD seperti bagian’laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
daerah/BUMD , perusahaan milik pemerintah/BUMN, milik swasta atau
kelompok “usaha masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir dihitung

dalamrribuan rupiah pertahun;

d. Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk
dalam jenis pajak daerah, retrebusi daerah, dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan di Kabupaten Indragiri Hilir dihitung

dalam ribuan rupiah pertahun;
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2.  Dana perimbangan adalah pendanaan daerah yang bersumber dari APBN
yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Indragiri Hilir dihitung dalam

ribuan rupiah pertahun);

a. Dana bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase
untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangke pelaksanaan
Desentralisasi  di Kabupaten Indragiri Hilir difbitang dalam ribuan

rupiah pertahun;

b. Dana alokasi umum (DAU)4adalaly” dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang ‘dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangafisantardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di Kabupaten Indragiri Hilir

dihitung dalam, ribuan rupiah pertahun;

c. Danavalokasi khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional di Kabupaten

Indragiri Hilir dihitung dalam ribuan rupiah pertahun;

3. Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pendapatan asli daerah
Kabupaten Indragiri Hilir dalam membiayai pengeluaran pemerintah

daerah. Kemandrian keuangan daerah ini dapat diukur dari kriteria derajat
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desentralisasi fiskal berada pada skala interval 30,1 — 40% memiliki
kategori baik. Pola hubungan keuangan antara dengan pemerintah pusat

berada pada skala interval 51 — 75% memiliki pola hubungan partisipatif.
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BAB 111

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kuantitatif. Sedangkan model penelitian yaitu model eksplanatif dengan
pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif. Menurut Fauzi (2009: 18-19)
penelitian dengan pendekatan analisis kualitatif adalah penelitan yang
menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan”induktif serta
pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan
menggunakan logika ilmiah. Sedangkan penelitiad=dengan pendekatan analisis
kuantitatif adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data
numerikal (angka) yang diolah dengari+ielode statiska. Pada dasarnya pendekatan
ini dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis) dan
menyandarkan kesimpulan, hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan
hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi pengaruh

variabel yang diteliti,
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A. Desain Penelitian
Desain penelitian terdiri dari tiga komponen utama, yaitu permasalahan
penelitian, kerangka teoritik/berpikir dan metodologi penelitian, sebagaimana

digambarkan berikut ini:

Permasalahan Penelitian

o Latar belakang permasalahan
e Pokok permasalahan

e Tujuan penelitian

g

Kerangka Teori/Berpikir
e Kajian teori

o Kerangka berpikif

e Definisi operasional

iy

Metodologi Penelitian

e MetOdepenelitian

¢é_Instrumen dan teknik pengumpulan data
¢ Analisis data

Gambar 3.1 Desain Penelitian

B.  Popuiasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah selurun Pemerintahan Kota atau
Kabupaten di Propinsi Riau yang berjumlah 13 daerah kabupaten dan kota.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir periode tahun 2005-2010.
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Tabel. 3.1
Populasi dan Sampel Penelitian

No. Nama Kabupaten/Kota Populasi Sampel
Provinsi Riau

Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Indragiri Hulu
Kabupaten Kampar
Kabupaten Kuansing
Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Rokan Hilir
Kabupaten Rokan Hulu
Kabupaten Siak

Kota Dumai

Kota Pekanbaru

Kabupaten Kepulauan Meranti

XN g~ N =

-
©

P
e

izl 22222 (2]

-
w

Objek penelitian adalah Pemefintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
Sedangkan unit analisis ini adalah lembaga berbentuk Sekretariat, Badan, Dinas
yang merupakan Satuan KerjayPerangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan
Pemerintahan Kabupdten indragiri Hilir sebagaimana dimaksud UU No. 32 Tahun
2004 tentang .pemefintahan daerah dan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Rerangkat Daerah yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA), Dinas Pendapatan (DIPENDA), Bagian Keuangan Sekretariat

Daerah dan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah.

C. Instrumen Penelitian

Data penelitian ini hanya data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dengan
menggunakan alat-alat berupa dokumentasi dan studi kepustakaan. Dokumentasi
berupa data tertulis runtun waktu (time series) yang bersifat data kuantitatif

periode tahun 2005 - 2010 baik berbentuk laporan maupun bentuk lain, seperti
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Laporan Realisasi APBD Kabupaten Indragiri Hilir, Laporan target dan realisasi
penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir, Peraturan
Pemerintah Pusat dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir terkait, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Indragiri Hilir, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2004-2009, dan lain-
lain diperlukan untuk mendukung analisis ini.

Sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk menelagh.sumber literatur
yang berkaitan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai” dasar teori dan
pembanding yang berhubungan dengan analisis “pérhitungan rasio keuangan
daerah maupun pengaruh Pendapatan Asli Dderah {PAD) dan Dana Perimbangan
terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di’Kabupaten Indragiri Hilir periode
tahun 2005-2010. Di samping itu penelitian ini juga digunakan untuk menguiji

penelitian terdahulu secara empiris,

D. Prosedur Pengumpulian Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder,
teknik péngumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yakni menghimpun
dan mencatat data sekunder yang telah tersedia pada lembaga atau unit analisis
terkait dengan variabel yang diteliti. Guna mengarahkan proses ini digunakan
instrumen penelitian berupa form dokumentasi yang berisi catatan tentang jenis

data yang diperlukan.
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E. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif dan
analisa eksplanatif. Purwanto dan Sulistyastuti (2007: 94) analisa deskriptif adalah
teknik analisa yang memberikan informasi hanya mengenai data yang diamati dan
tidak bertujuan menguji  hipotesis serta menarik kesimpulan yang
digeneralisasikan terhadap populasi. Sedangkan analisa eksplanatif (Irawan, 2007:
4.8) seorang peneliti tidak hanya menjawab “apakah A berkerelasi dengan B”
(metode deskriptif), tetapi ia berusaha menjawab “apakah ‘A mempengaruhi B”,
dan lebih jauh “apakah A menyebabkan terjadinya B,

Dalam rangka mempermudah dalam {erhitunigan statistic rumus regresi
berganda maka dipergunakan program SPSS (Statistical Package for Sosial
Sciense) versi 16, sehingga perhitingan dalam rumus secara manual tidak
diadakan diganti dengan rekap hasilprint-out (hard copy) yang merupakan out put

dari penggunaan program/SPSS.

1. Metode Analisa-Deskriptif
Dalam ymetode analisis deskriptif digunakan alat analisis rasio keuangan
yang diproksikan menurut Mahmudi (2010: 136-145), meliputi:
a. Rasio derajat desentralisasi fiskal.

Pendapatan Asli Daerah
Derajat Desentralisasi = x100% ............ . (3.1
Fiskal Total Pendapatan Daerah

b. Rasio ketergantungan keuangan daerah.

Pendapatan Transfer
Rasio Ketergantungan = x100% ............ . (3.2
Keuangan Daerah Total Pendapatan Daerah
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c. Rasio kemandirian keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah
Rasio Kemandirian

Keuangan Daerah

d. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD).

Realisasi Penerimaan PAD

Rasio Efektivitas PAD = X 100%

Target Penerimaan PAD

e. Rasio efektivitas pajak daerah.

Realisasi Penerimaan Pajdak Daerah
Rasio Efektivitas

Pajak Daerah . :
! Target Penerimaan‘Pdjak Daerah

f. Rasio derajat kontribusi BUMD.

Perierimaan Bagian Laba BUMD
Derajat Kontribusi== )-~

Transfer Pusat + Propinsi + Pinjaman

BUMD Penerimaan PAD

2. Metode Analisa'Eksplanatif
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x 100% .. (3.3)

......... (3.4)

(3.5)

..... (3.6)

Dalanimetode analisis eksplanatif alat analisisnya adalah analisis regresi

berganda yang pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton (1886) dalam

Purwanto dan Sulistyastuti (2007: 188). Menurut Riduwan (2010: 154) analisis

regresi ganda ialah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas

atau lebih terhadap varibel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya

hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas atau lebih (X;),

(X2), (X3)... (Xn) dengan satu variabel terikat. Sedangkan Sugiyono (2010: 275)

analisa regresi ganda digunakan oleh peneliti, karena peneliti bermaksud
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meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium),
bila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor dimanipulasi (dinaik
turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel
indpendennya minimal dua.
a. Persamaan regresi ganda untuk dua prediktor :
Y =a+biXi +02Xo o (3.7)

Keterangan :
Y Kemampuan keuangan daerah.
X1 = Pendapatan asli daerah (PAD).

X, = Dana Perimbangan.
a = Nilai konstanta harga Y{jika X = 0.
b = Nilai arah sebagal “penentu ramalan (prediksi) yang

menunjukkan nilai peringkatan (+) atau nilai penurunan (-)

variabel Y«

b. Mencari korelasi ganda dengan rumus :

(RXAT) = \/ BEXY ED 2 e (38)
2y
c. Mencariniiai kontribusi korelasi ganda dengan rumus :
KP = (RX1.X2.1)% 100% oo (3.9)

d. Menguji signifikan dengan membandingkan Fhiwung dengan Feper dengan

rumus :
R? (n-m-1)
I:h|tung T . (310)
m. (1-R%)
di mana
n = jumlah responden
m = jumlah variabel bebas
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Kaidah pengujian signifikansi:
Jika F hiung > F tabet, maka tolak Ho artinya signifikan dan

F hitung < F taber, terima Ho artinya tidak signifikan.

Distribusi (Tabel t) untuk « = 0,05 dan derajat kebebasan (dk = n-2)
Kaidah keputusan: jika t niung > t taber Derarti valid, sebaliknya
t hitung < t tanel Derarti tidak valid
Jika instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai
indeks korelasinya (r) sebagai berikut:
- antara 0,800 sampai dengan 1,000 : sangat tiriggi
- antara 0,600 sampai dengan 0,799 : tinggi
- antara 0,400 sampai dengan 0,599 : cukup tinggi
- antara 0,200 sampai dengan 0,399 “rendah
- antara 0,000 sampai dengan0,199/:"sangat rendah (tidak valid)
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Tabel 4.8
Hasil Analisis Regresi
Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Coefficients?®
Standardized
Lnstandardized Coefficients Coefficients
hodel E Std. Error Beta 1 20,
1 iConstant) 4.008 3317 1.208 294
PAD 10 128 ABT 338 7h3

a. Dependent Variahle: KD
sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2012

Berdasarkan hasil perhitungan regrest dengan menggunakan SFEE maka
diperoleh a= 4,008 dan b= 0,167 Eonstanta sebesaf 4 008 menunjukkan bahwa
jika tidak ada kenakan nilar dan vanabel pendapdtarrasli daerah (34) maka nila
kemandirian kevangan daerah (Y) adalah”4Q08 K oefisien regresi sebesar 0 167
menunjukkan bahwa setiap penambahat” satn skor atau setiap penambahan
pendapatan asli daerah akansmembenkan kenakan skor sebesar 0167 Jad
pengaruh  pendapatan Azl ~dderah terhadap kemandinan keuangan daerah
dinvatakan dengan hetsafidan regrest ¥ =4.008 + 0,167 X1,

Untuk mengetahil pengujian signifikan antara pendapatan asli daerah
terhadap Remandinian kevangan daerah dapat dilakukan dengan i t. Jika nila
thinmg = tepel tiaka hipotesis diterima MNilat by dapat dilihat pada hasil regrest
dan nilal tee diketahui dart sig. o= 0.05 dengan df = n-k Berdasarkan tabel 4.8
diletahui thine pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah
adalah sebesar 0338, sementara untuk tmwg dengan sig. o =005 dan df =n-k yaitu
6-1, maka didapat taper saty 5151 sebesar 2.57, Nilat typpe = 0.338 <t = 2.02 s1g.
o= 005 Dengan kata lain Hy i terima berarti nilai koefisien regresi pendapatan

asli daerah tidak signifikan berpengaruh terhadap kemandirian kenangan daerah
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aelatjutirra untuk mengetalny  tingkat pengauh yang terjadi ardara
penidapatan asli daerah tethadap kemandirian keuangan daerabh secara parsia
diketalon dengan melalodkan pethitungan korelas. Berdasatkan perhitungan

denzan SPEE diperolehhasil korelasi ganda sebagal berbt:

Tahel 4.9
Hasil Analisis Korelasi
Pendapatan AsliDaerah Terhadap Kemand ivian Keuangan Daerah
Correlations
Fal kED

Fal Fearson Correlation 1 ABT

Sin. (Z-tailed) 7h3

] G 3
kED Fearson Correlation BT 1

Sin. (Z-tailed) gh3

[ B 3]

Sunber: Hasil P engol shanData Primer, 2012

Berdasarkan tabel 4.9 diketalnd bahwa besarnya pengaruh pendapatan ash
daerah (20) terhadap ke shditian kevangan daerab (V) adalab sebesar 0167 Hal
i metnmgukkan pengarih vang sangat rendab antara pendapatan ash daerah (30
tethadap kemandiviah kevangan daerah

selihgsd hasil perhitungan untok kordribua korelas diperoleh sebesar KPP =
I:El.lﬁ'}':]g:-: 100% = 0.028 x 100% = 2.8%. Artinvya besar kontribus pendapatan ash
daerah (2 1) terthadap kemandirian keuangan daerah (¥ adalah sebesar 2 5% hasl
pethitungan kontritus korelas ganda dengan mengmunakan SPE5 dapat dihat

pada tabel berilog:
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Tabel 4.10
Hasil Analisis K ontribusi Forelasi Ganda
Pendapatan Asli Daerah Terhadap Eemandirian Eenangan Daer ah

Model Summary®
Made Adjusted K std. Error of
| FH H Sguare Snuare the Estimate
1 6T 028 -215 88643

a. Predictors: (Constant), PAD
b. Dependent Yariahle: KKD
wumber: Hastl Pengolahan Data Primer, 2012

2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap  Eemandirian Feuangan
Daerah Fabupaten Indragiri Hilir

Untuk mengetahw pengaruh dana pe@imbadgan Gl terhadap kemandirian
kevangan daerah (¥) digunakan hipotésiesebaga berikut:
Hy P 0
Hy 1 p,=0
Dari hasil anglisiedengan menggunakan program PS5 maka diperoleh
hasil

persamadn veégrest antara dana perimbangan (30 tethadap kemandirian

kevangan dagrah (Y) sebagal berikut

Tabel4.11
Hasil Analisis Eegr esi
Dana Perimb angan Terhadap Eemandirian Eeuangan Daerah
Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coeflicients Coefiicients
itodel E Std. Errar Beta t =1l
1 (Constant) 3.786 2133 1.775 141
DP a2 130 302 i35 AR

a. Dependent VYariahle: KKD
wumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2012
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Tabel 4.12
Hasil Analisis Korelasi
Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Correlations

DF kD
DF Fearsan Carrelation 1 anzg
Sig. (2-tailed) Jae0
Kl F G
kD Fearsan Carrelation an2 1
Sig. (2-tailed) AB0
Kl f ]

mumber: Hasil Pengolahan D ata Primer, 2012

Berdaszarkan tabel 412 diketaltnn batwa~besanya penganih  dana
perimbangan (X terhadap kemandinian keuatigiti~daerah (Y) adalah sebesar
0.302. Hal ird memmjukkan penganih vatig senddh antara dana perimbangan (X
terhadap kemandinan keuangan daecaty

Haszil perhitungan witak&orkobos korelas diperoleh sebesar KP = ({0 3 EIE}2
% 100% = 0.092 x 100%= 92% Artirra besar kontribusl petidapatan asli daerah
(Xp terhadap kenfardisfah keuangan daerah (Y) adalah sebesar 9 2% Hasil
perhitungan kohtribus kKorelas ganda dengan menggunakan SP55 dapat dilihat
pada tabelbeslt:

Tabel 4.13

Hasil Analisis K ontribusi Korelasi
Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Model Summany™®
hlo e Adjusted R Std. Error of
| F F Sguare Souare the Estimate
1 302= 092 -. 136 85637

a. Predictars: (Constanfy, DP
h. Dependent Wariable: KED
mumber: Hasl Pengolahan Data Primer, 2012
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3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan
Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian in menyatakan bahwa
terdapat pengaruh positif antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan
tethadap kemandirian kevangan daerah. Dengan demilian dapat dikatalzan bahwa
jika pendapatan asli daerah dan dana perimbangan malkin bak, maka akan
semalin baik pula keman dirian kevangan daerah.

Gesua hasil penghitungan ternyata diperoleh penganth dntara pen dapatan
asli daerah dan dana perimbangan secara bersama.sama tethadap kemandirian
kevangan daerah, hal ini Jdapat dinyatalkan melald persamaan regresi berikut ini

T =1.570+0,27830+0,38332

Zelengkapnya hasil analisis regresi berganda pengarsh pendapatan asl
daerah dan dana perimbangdn\ secdra bersama-sama terhadap kemandinan
kenangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14
Hasil Analisis Regresi Ganda

Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap
Kemandirian Kenangan Daerah

Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefiicients
iadel B Sfd. Errar EBeta t i,
1 (Constant) 1.670 4,948 14 grd
PAD 016 032 278 A03 f44
DF 04 40 383 B34 538

a. Dependent Wariahle: KKD
sumber; Hasil Fengolahan Data Primer, 2012
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dan dana perimbangan fidak signifikan berpengarvh terhadap kemandinan
keuangan daerah.

Gelanjutnya wotulk mengetahwi  tingkat pengarvh yang terjadi  antara
pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan
daerah secara parsial diketahwi dengan melakulkan perhitungan korelas ganda.
Berdasarkan perhitungan dengan SF23 diperoleh hasil korelas ganda sebagai
berikut:

Tabel 4.15
Hasil Analisis Anova

Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimliangan Terhadap
Kem andirian Keuangan laerah

ANOVA®
aurm of
Wodel Squares ar Mean Square F Sig.
1 Regression 5ip 2 262 251 TETe
Residual M08 3 An3
Tatal P 5, i
a. Predictors: (Constart, OF=PAD
b. Dependent Variable: kD

cumber: Hasil Fengelahan Data Primer, 2012

Betdasarkan tabel 4.15 diketahui bahwa besarnya pengaruh pendapatan asli
daerah (X)) dan dana perimbangan () terhadap kemandinan kevangan daerah
(Y) adalah sebesar 0.291. Ha ini menunjuklan pengarsh yang rendah antara
pendapatan asli daerah (3{1) dan dana perimbangan (3{2) terhadap kemandirian
keuangan daerah.

Hasil perhitungan untuk kontribusi korelast diperoleh sebesar EF = [G.dDEjj
x 100% =0162x 100% = 16.2%. Artinya besar kontribust pendapatan asli daerah

(A1) dan dana perimbangan (3{2) terhadap kemandirian keuangan daerah (Y)
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adalah sebesar 16.2%. Hasil perhitungan kontribusi korelasi ganda dengan
menggunakan SPSS dapat dithat pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Hasil Analisis Kontribusi Korelasi Ganda
Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah

Model Summary®
Mode Adjusted R Std. Errar of
| R R Siuare square the Estimate
1 4033 62 -. 396 945012

a. Predictors: (Constant), DP, PAD
b. Dependent Variable: KkD
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2012

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Dengan mengkaji paparan, hasil penelitian sebagai mana yang telah
diuraikan pada pengujian=hipotesis di atas, dapat diketahui secara faktual bahwa
dari ketiga hipotesis wang telah diuji ternyata Hy diterima dan H; serta H»
diterima. Hals, artinya adalah ketiga hipotesis tersebut tidak mempunyai
pengaruhy vang positif. Masing-masing variabel tidak berpengaruh baik secara
parsial maupun simultan atau secara bersama-sama, yakni variabel pendapatan
asli daerah (X;) dan dana perimbangan (X;) terhadap kemandirian keuangan

daerah (Y) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
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BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian, pada
bab ini akan dibicarakan simpulan dan saran yang bersifat sintetik dan sistematik,

untuk lebih jelasnya akan dikemukakan satu persatu.

A. Simpulan
Dari hasil penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Dari lima penelitian terdahulu semuanya menggunakan data sekunder yang
locus/unit analisisnya di lima kota, Miga di antara hasil penelitiannya
menerangkan bahwa derajat desentraiisasi fiskal Kota Kediri selama periode
penelitian tahun 1989-2002 rata-rata 16,15%, dan untuk Provinsi Sulawesi
Tengah selama periede penelitian tahun 2001-2006 rata-rata 24,18%, serta
untuk KabupatermPasuruan selama periode penelitian tahun 2001-2008 rata-
rata 8y:1%, Sementara itu untuk Provinsi Jawa Tengah selama derajat
desentraiisasi fiskal periode penelitian tahun 1998-2005 rata-rata 47,13%.
Menurut kriteria Balitbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991) termasuk
dalam kriteria kurang untuk Kota Kediri, dan kriteria cukup untuk Provinsi
Sulawesi Tengah, serta Kriteria sangat kurang untuk Kabupaten Pasuruan.
Sedangkan Provinsi Jawa Tengah memiliki kriteria derajat desentralisasi
fiskal sangat baik. Dengan demikian Tingkat kemandirian daerah dilihat dari

Rasio Kemandirian Keuangan (Halim, 2001) untuk ketiga kota tersebut
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sangat rendah dan terhadap permerintah pusat pola hubungannya instruktif,
hanya Provinsi Jawa Tengah Tingkat kemandirian daerahnya Rendah dan

pola hubungan dengan pemerintah pusat adalah konsultatif.

2.  Daerah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Rasio derajat desentralisasi
fiskal rata-rata selama periode penelitian tahun 2005-2010 adalah 4,74%,
menurut kriteria Balitbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991) termasuk
dalam kategori sangat kurang. Rasio ketergantungan ‘keuangan daerah
terhadap pemerintah pusat sangat tinggi yakni “ata-rata 92,90% selama
periode penelitian. Rasio kemandirian keuahgan diproxy menurut Halim
(2001) berada pada skala interval #Q-25% dinilai kemampuan keuangan
sangat rendah dan pola hubungari instruktif. Rasio efektivitas pendapatan
asli daerah sangat efektif yakni‘rata-rata 116,97% selama periode penelitian.
Rasio efektivitas pajak_daerah juga sangat efektif yakni rata-rata 100,83%
selama periodé,gepelitian. Derajat kontribusi BUMD masih rendah yakni

rata-rata wenyuimbang 8,50% selama periode penelitian tahun 2005-2010.

3. Tidak terdapat pengaruh signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap
kemandirian keuangan daerah Indragiri Hilir. Pendapatan asli daerah
Indragiri Hilir memiliki kontribusi yang sangat rendah dalam meningkatkan
kemandirian keuangan daerah Indragiri Hilir. Pendapatan asli daerah hanya
mampu menyumbang kontribusi terhadap Total Pendapatan Daerah rata-
rata 4,74% setiap tahunnya selama periode penelitian tahun 2005-2010.

Menurut kriteria Balitbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991) berada di
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antara skala interval 0,1 — 10% artinya termasuk dalam kategori sangat

kurang.

4. Tidak terdapat pengaruh signifikan antara dana perimbangan terhadap
kemandirian keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dana perimbangan
juga memiliki kontribusi yang rendah terhadap kemandirian keuangan
daerah di Kabupaten Indragiri Hilir. Kontribusi Pendapatan Transfer (Dana
Perimbangan) terhadap Total Pendapatan Daerah menunjikkan angka rata-
rata yaitu, 92,89% selama periode penelitian., tahun~2005-2010. Berarti
tingkat ketergantungan pemerintah daetah--Kabupaten Indragiri Hilir

terhadap pemerintah pusat sangat tinggi.

5. Tidak terdapat pengaruh yang, signifikan antara pendapatan asli daerah dan
dana perimbangan secara, bersama-sama terhadap kemandirian keuangan
daerah di Indragiti= Hilir. Pendapatan asli daerah hanya mampu
menyumbang koritribusi terhadap Total Pendapatan Daerah rata-rata 4,74%
setiap, taliupnya selama periode penelitian tahun 2005-2010. Menurut
kriteria’Balitbang Depdagri dan Fisipol UGM (1991) berada di antara skala
interval 0,1 — 10% artinya termasuk dalam kategori sangat kurang. Rasio
ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi
yakni rata-rata 92,90% selama periode penelitian. Rasio kemandirian
keuangan diproxy menurut Halim (2001) berada pada skala interval 0-25%

dinilai kemampuan keuangan sangat rendah dan pola hubungan instruktif.
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Dengan demikian kemandirian keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

masih rendah.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, simpulan dan implikasi penelitian seperti yang

dipaparkan sebelumnya, maka untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah

perlu diberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

1.  Meningkatkan pendapatan asli daerah. Pengaruh“pendapatan asli daerah
terhadap kemandirian keuangan daerah Indragigi’ Hilif adalah sangat rendah,
oleh karena itu disarankan kepada pemerintah daerah agar meningkatkan
pendapatan asli daerah dengan..cara “mengoptimalkan penerimaan dari
retribusi daerah dan pajak,daerah Serta menggali potensi pendapatan asli
daerah lainnya dengap~member peluang kepada badan usaha milik daerah
seperti PDAM dangBank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk mengembangkan
usahanya serta menciptakan iklim yang kondusif dan rasa aman agar
investor, “meharuh minat untuk membuka investasi sehingga dapat
memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat terutama dalam
penyerapan tenaga kerja.

2. Memperkecil alokasi dana perimbangan. Pengaruh dana perimbangan
terhadap kemandirian keuangan daerah Indragiri Hilir adalah rendah.
Karena dana perimbangan selama ini mendonasi sebagian besar total
pendapatan daerah. Memperbesar dana perimbangan akan menyebabkan

daerah semakin tinggi tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah
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pusat. Perlu dilakukan pemberian wewenang belanja dan pengelolaan
sumber-sumber pendapatan kepada Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Agar
pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, mereka harus
didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari
pendapatan asli daerah (PAD), termasuk surcharge of taxes, termasuk bagi
hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi/bantuan dari

pemerintah pusat.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun

2005 - 2010
No Tahun Pendapatan Asli Daerah
1. 2005 24.860.774,00
2. 2006 36.724.240,00
3. 2007 44.000.337,00
4. 2008 37.981.028,00
o. 2009 47.708,213,00
6. 2010 50.987,814,00
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Lampiran 2. Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun

2005 — 2010
Dana Alokasi Umum (DAU)

No.-1 Nama Deereh 205 206 07 208 20 20

() ) 3 (4 () (6) (7 (8)

1 |Provinsi Riau Q157 RIB| 60| 1835|1780 56860
2 |Kah. Bengkalis 206,723 206,723 206,723 - - -
3 [Kab, Indragir Hlr MEB| 27| %eT0| 60| M| 31
4 |Kab. Indragir Hulu 62060 WsM|  2Bol| 04| 9B1] 20000
5 [Kab, Kampar 15100 18500]  21g0|  2473| 78| 152
6 |Kab. Kuansing W828|  XBIT|  2;5M| M| \omBi| %12
7 |Kab. Pelalawan 0097 12312] 184|196 Z561]  18L409
8 |Kab. Rokan Hilr 91648 9648 91648 \ : :
9 |Kab. Rokan Hull 04106 1826 1851 | & )20est|  zwa4| 2000
10 |Kab. Siak % 600 % 600 %600 : : :
11 |Kota Durei B4 Bae| 1040 wal| 159 7R
12 |KotaPekanbary M| 7| RS, MAIL|  sgn| 2028
13 |Kab. Kep. Meranti - - ¢ - - -
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Lampiran 3. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten

Indragiri Hilir Periode 2005 - 2010
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Tahun Pendapatan Asli Pertumbuhan PAD
Anggaran Daerah (Rp.) (%)
€] 2 3
2005 24,860,774.00 -
2006 36,724,240.00 47.72
2007 44,000,337.00 19.81
2008 37,981,028.00 (13.68)
2009 47,708,213.00 25.61
2010 50,987,814.00 6.87
Jumlah 86.34
Rata-rata 14.39
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Lampiran 4. Tingkat Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir Periode 2005 - 2010

Tahun DAU Total Rasio
Anggaran Indragiri Hilir DAU Provinsi Riau (%)

() ) (©) (4)
2005 203,823.00 1,634,678.00 12.47
2006 277,277.00 1,876,835.00 14.77
2007 368,790.00 2,629,987.00 14.02
2008 389,699.00 2,205,421.00 17.67
2009 399,637.00 2,240,317.00 17.84
2010 363,153.00 1,776,297.00 20.44

Jumlah 97.22
Rata-rata 16.20
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Lampiran 5. Rasio Derajat Desentalisasi Fiskal Kabupaten Indragiri Hilir

Periode 2005 - 2010

Tahun Pendapatan Asli Total Pendapatan Rasio
Anggaran Daerah (Rp.) Daerah (%)

@) @ ©) (4)
2005 24,860,774.00 579,969,414.00 4.29
2006 36,724,240.00 829,806,641.00 4.43
2007 44,000,337.00 824,302,247.00 5.34
2008 37,981,028.00 949,360,250.00 4.00
2009 47,708,213.00 853,365,610.00 5.59
2010 50,987,814.00 1,064,066,523.00 4.79

Jumlah 28.43
Rata-rata 4.74
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Lampiran 6. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri

Hilir Periode 2005 - 2010

Tahun Pendapatan Total Pendapatan Rasio
Anggaran Transfer (Rp.) Daerah (%)

@) (&3] ©) 4)
2005 546,799,144.00 579,969,414.00 94.28
2006 793,022,549.00 829,806,641.00 95.57
2007 780,243,578.00 824,302,247.00 94.66
2008 911,338,272.00 949,360,250.00 95.99
2009 757,311,164.00 853,365,610.00 88.74
2010 937,864,627.00 1,064,066,523.00 88.14

Jumlah 557.38
Rata-rata 92.90
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Lampiran 7. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri
Hilir Periode 2005 - 2010

Tahun Pendapatan Asli Dana Perimbangan Rasio
Anggaran Daerah (Rp.) Transfer Pusat | Transfer Propinsi | Pinjaman Daerah Jumiah (%)

) @ 8 @ ) (6) = (3¢+4+5) (7
2005 2486077400 52454366700 2225547100 546,799,144.00 455
2006 36,124.24000 |  775,828,649.00 | 17,193,900.00 793,022,549.00 463
2007 44000,337.00 | 757,820,646.00 | 22,422,932.00 780,243 578.00 5.64
2008 3798102800 |  836,244,383.00 | 25,093,884.00 911,338,272.00 417
2009 4770821300 | 719.857,83L00 | 3745333300 757,311,164.00 6.30
210 50,987,814.00 |  864,391,14500 | 7347348200 037,864,627.00 544

Jumlah 30.72
Rata-rata 512
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Lampiran 8. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri

Hilir Periode 2005 - 2010

Tahun Target PAD Realisasi PAD Rasio
Anggaran (Rp.) (Rp.) (%)

@) 2 ©) 4)
2005 22,632,658.00 24,860,774.00 109.84
2006 25,876,035.00 36,724,240.00 141.92
2007 37,293,785.00 44,000,337.00 117.98
2008 37,327,194.00 37,981,028.00 101.75
2009 39,319,971.00 47,708,213.00 121.33
2010 46,782,056.00 50,987,814,00 108.99

Jumlah 701.83
Rata-rata 116.97
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Lampiran 9. Rasio Efektivitas Pajak Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Periode 2005 - 2010

Tahun Target Pajak Daerah Realisasi Pajak Rasio
Anggaran (Rp.) Daerah (Rp.) (%)

1) @) 3) (4)
2005 4,547,525.00 5,259,269.00 115.65
2006 5,087,671.00 4,694,395.00 92.27
2007 6,283,000.00 7,021,639.00 111.76
2008 7,067,000.00 6,530,560.00 9241
2009 7,967,000.00 8,333,477.00 104.60
2010 8,167,000.00 7,209,504.00 88.28

Jumlah 604.96
Rata-rata 100.83
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Lampiran 10. Rasio Derajat Kontribusi BUMD Kabupaten Indragiri Hilir

Periode 2005 - 2010

Tahun Penerimaan Bagian Penerimaan PAD Rasio
Anggaran Laba BUMD (Rp.) (%)

(1) 2 ©) (4)
2005 1,143,347.00 24,860,774.00 4.60
2006 2,149,958.00 36,724,240.00 5.85
2007 5,342,859.00 44,000,337.00 12,14
2008 2,409,388.00 37,981,028.00 6.34
2009 3,901,096.00 47,708,213.00 8.18
2010 7,083,355.00 50,987,814:00 13.89

Jumlah 51.01
Rata-rata 8.50
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Lampiran 11. Analisis Regresi Pendapatan Asli Daerah Terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Periode 2005 - 2010

Sampel | PAD (X)) | KKD (Y) XY X4° Y?
2005 109.84 4,55 499.42 | 12065.86 20.67
2006 141.92 4.63 657.24 | 20142.35 21.45
2007 117.98 5.64 665.34 | 13920.00 31.80
2008 101.75 4.17 424.06 | 10353.39 17.37
2009 121.33 6.30 76436 | 14721.77 39.69
2010 108.99 5.44 592.53 | 11878.84 29.56
Jumlah 701.83 30.72| 3602.96 | 8308271 160.53

Hasil analisis regresi sederhana dengan menggunakan-program SPSS 16.

variables EnteredRemoved"
Mode Yariables Yariables
[ Entered Remaoved Method
1 PaDa . Enter
a. All requested variables entered.
h. Dependent Variable: kD
Model Suminany®
Mode Bdidsted R Std. Erraor af
| F R Soguare Suare the Estimate
1 6T 0Zs -.215 88643
4. Predictors: (Constant) SAD
h. Dependent Waviahle KD
ANOWA®
Sum of
M odel Souares df Mean Sguare F Sig.
1 Regression 090 .0an0 14 Fa3=
Residual 3143 786
Total 3.233
a. Predictars: {Canstanfy, PAD
h. Dependent Yariahle: KD
Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta i Sin.
1 (Constant) 4.008 3317 1.208 294
FAD 010 028 BT 338 Fa3

a. Dependent Yariahle: KD
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Residuals Statistics®
Minitmum | Maximum Mean Std. Deviation I
Fredicted Yalue 4 94TEB 53582 51217 J13388 B
Residual - BOGBTE 1.13680 .0oooo a5 B
Std. Predicted Yalue -1.082 1.774 Riluli] 1.000 B
Std. Residual -.910 1.282 qujuli] 894 f

a. Dependent Wariahle: KkD

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: KiKD

Expected Cum Prob

Observed Cum Prob

Hasil analisis korelasi dengan menggunakan program SPSS 16.

Correlations
PAD kkD

FAD Fearson Correlation 1 BT

Sig. (2-tailed) a3

] A G
kkD Fearson Correlation AGT 1

Sig. (2-tailed) a3

] F fi
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Lampiran 12. Analisis Regresi Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian
Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005 -

2010

Sampel DP (X;) | KKD (Y) XY X5° Y?
2005 12.47 455 56.69 155.47 20.67
2006 14.77 4.63 68.42 218.26 21.45
2007 14.02 5.64 79.08 196.63 31.80
2008 17.67 4.17 73.64 312.23 17.37
2009 17.84 6.30 112.38 318.21 39.69
2010 20.44 5.44 111.15 417.97 29.56
Jumlah 97.22 30.72 501.35 | 1618177 160.53

Hasil analisis regresi sederhana dengan menggunakan-program SPSS 16.

variables EnteredRemoved"
Mode Yariables Yariables
[ Entered Remaoved Method
1 Dip= Enter

a. All requested variables entered.
h. Dependent Variable: kD

Model Suriimany

Mode Adjysted R Std. Error of
| R R Sguare Suare the Estimate
1 .30ze jutt -1 36 BaGE8ET
a. Predictors: (Constant, DF
ANOVA"™
Sum of
M odel Souares df Mean Sguare F Sig.
1 Fagression 296 1 206 403 JAE0R
Fesidual 2.937 4 34
Total 3.233 ]
a. Predictars: {Canstanfy, DP
h. Dependent Yariahle: KD
Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Errar Bata i Sig.
1 (Constant) 3786 2133 1775 41
CP 082 130 302 B35 AE]

a. DependentVariahle: KD
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MNormal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: KKD

o o o
= @ @
1 1 1

o

Expected Cum Prob

o
@

0.0 T T T T
0o 02 04 0.6 08 10

Observed Cum Prob

Hasil analisis korelasi dengan menggunakan program SPSS 16.
Correlations

CFP kED
OF Fearson Correlation 1 anz
Sig. (2-tailed) 560
] G G
kkD FPearson Correlation a0z 1
Sig. (2-tailed) 560
[+l i b
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Lampiran 13. Analisis Regresi Ganda Pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005 — 2010

Sampel PAD (X1) DP (X») KKD (Y)
2005 109.84 12.47 4.55
2006 141.92 14.77 4.63
2007 117.98 14.02 5.64
2008 101.75 17.67 4.17
2009 121.33 17.84 6.30
2010 108.99 20.44 5.44
Jumlah 701.83 97.22 30.72

Hasil analisis regresi ganda dengan menggunakan pragram SPSS 16.

variables Entered Removed®
Mode Yariahles Yariables
| Enterad Femoved hethon
1 DF, PADS . Enter
a. All requested variables entered.
h. Dependent Yariahle: KD
Model Sumimary®
mMode sdjusted B Std. Error of
| F F Sniape Sguare the Estimate
1 4037 aliy - 386 45012

a. Predictors: (Constantl,/OF, PAD
b. Dependeritatiable: KKKD

ANOVA"®
Surm of
Wode| Suares if Mean Square .
1 Fegression 525 2 262 291 SBT3
Residual 2708 3 03
Total 3233

a. Predictors: {Constant), DP, PAD
b, Dependent Variable: kKkD
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Coefficients®
Standardized
Linstandardized Coefficients Coeficients
Miodel B Std. Error Beta i Sin.
1 (Constant) 1.870 4,993 14 74
FAD 016 03z 278 A03 Fd49
DF 104 140 383 H94 538
a. Dependent Yariahle: KD
Residuals Statistics®
hinimumm haximum hlean Std. Deviation [+
Predicted Value 4 6185 54376 51217 323849 5
Residual -.86312 2786 .0aooan 3806 G
Std. Predicted Value -1.853 Ara .0aa \oan 4]
Std. Residual -H08 EEN .0aa ATh 4]
a. Dependent Yariable: KKED
Histogram
Dependent Variable: KKD

SteDev, =0.775

10K

-1.0 -0.5 0o 05 10

[=]
1

Frequency

0o

Regdression Staridardized Residual

Nermal P-P'Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: KKD

08+

Expected Cum Prob
o

Observed Cum Prob
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Hasil analisis korelasi dengan menggunakan program SPSS 16.

Correlations

FAD DP kkD

PAD Fearson Correlation 1 =29 BT

Sig. (2-tailed) ATH 753

] f 1] ]
OF Fearson Correlation =291 1 302

Sig. (2-tailed) ATE ABD

] 4] 1] ]
kD Fearson Correlation 1BT a0z 1

Sig. (2-tailed) 753 AB0

] 5 G 5]
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